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ABSTRAK

Skripsi ini  berjudul: Kewajiban Kepala Desa Dalam
Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Isidorus Budo, Nim: 2021110533

Perselisihan antar warga di tingkat desa merupakan permasalahan sosial yang masih
sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Studi ini
membahas konflik yang muncul dalam proyek pembangunan Tembok Penahan
Tanah (TPT) di Desa Ranggatalo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, yang
mengakibatkan perselisihan antara masyarakat pelaksana proyek dan pemilik lahan,
Bapak Belasius Nggiri. Perselisihan tersebut dipicu oleh pelanggaran batas lahan
dalam pengerjaan proyek yang tidak disertai dengan koordinasi, sosialisasi, atau
pengukuran teknis yang melibatkan pemilik lahan secara langsung. Penanganan
perselisihan masyarakat oleh Kepala Desa dinilai tidak memadai, karena tidak
adanya upaya negosiasi dan fasilitator atau penyelesaian secara formal, yang pada
akhirnya memperburuk hubungan sosial antar warga. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait,
termasuk Kepala Desa, pemilik lahan terdampak, dan pekerja proyek. Hasil analisis
menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola proyek, minimnya komunikasi,
pengawasan, serta rendahnya kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan
perselisihan masyarakat menjadi penyebab utama perselisinan tersebut berlarut.
Selain itu, persepsi kepala desa bahwa persoalan tersebut tidak penting, serta tidak
di aturnya regulasi desa secara ekplisit mengenai mekanisme penyelesaian
perselisihan masyarakat, turut memperburuk situasi. Studi ini menegaskan
pentingnya peran aktif kepala desa sebagai negosiator dan fasilitator yang
menjunjung nilai hukum, keadilan, dan kearifan lokal sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4)
huruf I. diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan desa, penyusunan protokol
penyelesaian konflik, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar proyek-proyek
pembangunan desa tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga menjamin harmoni
sosial.

Kata kunci: Kewajiban, Kepala Desa, Perselisihan.
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ABSTRACT

This thesis is entitled: The Obligations of Village Heads in
Resolving Community Disputes Reviewed from the Republic of
Indonesia Law Number 3 of 2024, Second Amendment to Republic
of Indonesia Law Number 6 of 2014 Concerning Villages. Isidorus
Budo, NIM: 2021110533

Disputes between residents at the village level are a social problem that still
frequently occurs in various regions of Indonesia, including Ende Regency. This
study examines the conflict that arose during the Retaining Wall (TPT) construction
project in Ranggatalo Village, East Lio District, Ende Regency, resulting in a
dispute between the project's implementing community and the landowner, Mr.
Belasius Nggiri. The dispute was triggered by land boundary violations during the
project's construction, which were not accompanied by coordination, socialization,
or technical measurements directly involving the landowner. The Village Head's
handling of the community dispute was deemed inadequate, due to the lack of
negotiation and facilitator efforts or formal resolution, which ultimately worsened
social relations between residents. This study used a qualitative approach through
in-depth interviews with relevant parties, including the Village Head, affected
landowners, and project workers. The analysis revealed that weak project
governance, minimal communication, supervision, and the village head's low
capacity to resolve community disputes were the main causes of the dispute's
protracted nature. Furthermore, the village head's perception that the issue is
unimportant, along with the lack of explicit village regulations regarding
mechanisms for resolving community disputes, exacerbates the situation. This
study emphasizes the importance of the village head's active role as a negotiator
and facilitator who upholds the values of law, justice, and local wisdom, as
mandated by Article 26 paragraph (4) letter | of Law of the Republic of Indonesia
Number 3 of 2024. Strengthening village leadership capacity, developing conflict
resolution protocols, and increasing community participation are necessary to
ensure that village development projects are not only physically successful but also
ensure social harmony.

Keywords: Obligations, Village Head, Disputes.
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